PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI
NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG @ @

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 4 ARAN PATAN
DAN BELANJA DAERAH TA Al ARAN
DENGAN RAHMAT TUHA MAH@A
WALIKOT@BUM@
Kan ketentuagl’asal 184 (1) Undang-Undang

)64 tenta emerintahan Daerah sebagaimana
i gan Undang-Undang Nomor 12

Menimbang : a. bahwa untuk Qel
Nomor 32 Ta

vdn Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
ing telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa
6 (enam) bulan setelah tahun anggaran

v bentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggung-
Aban Relaksanaan APBD Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2007;

)
berdi@r&; pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

Un ndang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
erah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,

Dae
gah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
al 14 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985
tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang ......




3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomorx4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997
Atas Tanah dan Bangunan (Lembara
Tahun 1997 Nomor 44, Tambaha
Indonesia Nomor 3688);

5. Undang-Undang Nomor 28 7JQ tenty gyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bepag” dardd&orupsi, Kalysi’ dan Nepotisme
(Lembaran Negara Repub esia un 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Ind Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomqgf 17A\Jahun O(I§%ang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Repubh Ind }a_Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembarap-Ngpara Rep

AN @ 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
aQ ) Re ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

o Republik Indonesia Nomor 4355);

Tahun 2004 tentang Pembentukan

gan (Lembaran Negara Republik
or 53, Tambahan Lembaran Negara

§ g ethbaramNegara Republik Indonesia Nomor 4400);
~“Undaneg ng Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
nan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
hesia Nomor 4421);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

12. Undang-Undang ......
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

20.

21.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 t€r{ang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonest r 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tah @) tentagendalian
a

an Belahja“Negara dan

Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pepdarat

Anggaran Pendapatan dan Belanjah Ser@JwAlah Kumulatif

Pinjaman Pemerintah Pusat d embargyt Negara Republik
am

Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 an Lembarahh Negara Republik
Indonesia Nomor 4278);

Peraturan Pemerintah Nomgqr 24 Tahu tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuanga@\ A ota Dewan Perwakilan
e 1

RDaran Republik Indonesia Nomor

digpah terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomdg~\2%_T2 2 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Pe al N ahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler da i R dan Anggota Dewan Perwakilan

Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 47, Negara Republik Indonesia Nomor

4712); @
Per tur@erinta or 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

an La mum Daerah (Lembaran Negara Republik
un é%omor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
omdgr(4501;

P: erintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

4

embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Tam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576);
22. Peraturan .......
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 _INomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia T

25. Peraturan Pemerintah Nomor 79

Pembinaan dan Pengawasan atg ggaraary~Pemerintahan

donesid LaRun 2005 Nomor
ablik Indonggia Nomor 4593);

. @ tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pem: (Lembaran Negara
Republik Indonesia Taj @ Tambahan Lembaran
Negara Republik Indogesi

Pedoman _FEvelughi n Peraturan Daerah tentang
' paan Anggaran Pendapatan dan Belanja
ran Kepala Daerah tentang Penjabaran
jawaban anaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

29.%n Dag l%camadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 23
@ 996 erusahaan Daerah “Waluya Farma” Kotamadya

28. Peraturan ? %alam ;C%; Nomor 65 Tahun 2007 tentang

h Ting ukabumi (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
§ g kat Ibsukabumi Tahun 1998 Nomor 2 Seri D - 2);

- erah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2002 tentang

gahaan Daerah Air Minum Kota Sukabumi (Lembaran Daerah

aAbumi Tahun 2002 Nomor 6 Seri D - 4) sebagaimana telah

ah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun

Q6Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2006 Nomor 3 Seri
D -1);

31. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2005 tentang
Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi

Tahun 2005 Nomor 5 Seri A - 3);

32. Peraturan ......



32. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Sukabumi Nomor 4);

33. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007
(Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 3);

34. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2007 tentang
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi
(Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2 omor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor

35. Peraturan Daerah Kota Sukabumi
Perubahan Anggaran Pendapatan
Anggaran 2006 (Lembaran Dae

12 Ta 07 tentang
elan]a ah Tahun
6u bu% Tahun 2007

Nomor 12);
36. Peraturan Daerah Kota Su omor Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Kota um1 aran Daerah Kota

Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);

D setu] ama
AH KOTA SUKABUMI

S ERA NTANG PERTANGGUNGJAWABAN

Menetapkan : PERATU
PELA AN PENDAPATAN DAN BELANJA
RAN 2007.

Pasal 1

d. Catatan atas laporan keuangan.
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri

dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Perusahaan
Daerah.

Pasal 2



Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut :

Pendapatan Rp 441.834.215.360,00

Belanja Rp 395.611.802.023,00

Surplus/ Defisit Rp 46.222.413.337,00
Pembiayaan

- Penerimaan Rp 42.368.529.368,00

- Pengeluaran Rp 16.801.855.791,00

Surplus/Defisit p 25.566.673.577,00

Pasal 3 Q
Uraian laporan realisasi anggaran sebggaiing imaksud dalam Pasal 2

sebagai berikut : . @
a. Selisih anggaran dengy isasi endapatan  sejumlah

e.

Rp 10.392.710.360,00 dengan }s seba ikut :

1. Anggaran pendapatagrsetelah perub@Rp 431.441.505.000,00
2. Realisasi % Rp 441.834.215.360,00
Selisih lebih/ (kuran Rp 10.392.710.360,00
Selisih  anggaran engan realisasi pendapatan  sejumlah
Rp 62.246.04 éngan @ciam sebagai berikut :
1. Anggar setelabahan Rp 457.857.848.000,00
2. Realis % Rp 395.611.802.023,00
Selisi o Rp 62.246.045.977,00)

realisasi surplus/(defisit) sejumlah
gan perincian sebagai berikut :

us/ (defi etelah perubahan (Rp 26.416.343.000,00)
Rp 46.222.413.337,00

§£ elisih Jebi Rp 72.638.756.337,00
elisih a ran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah

R1.632,00) dengan perincian sebagai berikut :

ng¥aran penerimaan pembiayaan
setelah perubahan Rp 43.199.901.000,00

2. Realisasi Rp 42.368.529.368,00
Selisih lebih/ (kurang) (Rp 831.371.632,00)

Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
Rp 18.297.791,00 dengan perincian sebagai berikut :

1. Anggaran ......
-7 -

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan



setelah perubahan Rp 16.783.558.000,00
2. Realisasi Rp 16.801.855.791,00
Selisih lebih/ (kurang) Rp 18.297.791,00

f. Selisih anggaran dengan realisasi anggaran dengan pembiayaan netto
sejumlah (Rp 849.669.423,00) dengan perincian sebagai berikut :

1. Anggaran pembiayaan netto setelah

perubahan Rp 26.416.343.000,00
2. Realisasi Rp 25.566.673.577,00
Selisih lebih/ (kurang) (Rp 849.669.423,00)
Pasal 4
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pas ruf b @ Desember

2007 sebagai berikut :

@ Q
a. Jumlah aset RN’ /983.004.198.676,11
b. Jumlah kewajiban Rp 2.113.018.671,00
c. Jumlah ekuitas dana ( /f: g‘p 980.891.180.005,11
@sal 5 %§
Laporan arus kas sebg @a a dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk
pargéngan 31 Des€mber 2007 sebagai berikut :

uari 200 Rp 42.297.576.685,00
oper @ Rp 115.059.707.433,00
i v%set non

(Rp 68.837.294.096,00)
@yaan (Rp 16.730.903.108,00)

anggaran Rp 0,00
ember 2007 Rp  72.528.158.250,00

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran .......

a. LampiranI : Laporan realisasi anggaran



b. Lampiran II 0

. Lampiran III :
d. Lampiran IV atan atg

C

Lampiranl.l1 ~ : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut
urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

Lampiranl.2 ~ : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan,
belanja, dan pembiayaan;

Lampiranl.3  : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah
menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program, dan kegiatan;

Lampiranl.4  : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah
untuk keselarasan dan keterpaduan urusan
pemerintahan daerah dar, fungsi dalam rangka
pengelolaan keuangan negxra

Lampiran.5 : Daftar jumlah pegaz
jabatan;

Lampiranl.6  : Daftar piutang daerg -’ %
Lampiranl.7  : Daftar penyertaan mddal §nvestasy deerah;
Lampiran .8  : Daftar realisasi

@ 2h dan pgngurangan aset
i pRrambahan ngurangan aset

tetap daeraly;

Lampiran 1.9

Lampiran I.10 belum diselesaikan
ianggarkan kembali
utnya;
Lampiran .11 ' : rapdaerah; dan
Lampiran .12 AR igasi daerah.

s
:‘k

aporan keuangan

Lampira oyan keua :[;agaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2)
1

sar lap uangan perusahaan daerah tercantum dalam

terdi
Lampir eratui erah ini.

Pasal 9
%» i menetapkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang

jabar@r anggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih
njut Reffanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

-9.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.



Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 12 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA
SUKABUM],

cap. ttd.

MOHAMAD MURAZ

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABU

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 12 Nopember 2008

WALIKOTA SUKABUM],

cap. ttd.

MOKH. MUS;IKH ABDUSSYUKUR



